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Perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan Negara guna 
pelaksanaan pembangunan Nasional. Pajak merupakan iuran kepada kas negara 
berdasarkan UU dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang 
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 
umum. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak Pusat 
tetapi 80% diserahkan kepada pemerintah Daerah. Pembagian penerimaan 
BPHTB merupakan salah satu usaha Pemerintah Pusat dalam membantu 
keuangan daerah dan dalam melaksanakan pembangunan di daerah.                                                             
Penulisan Tugas Akhir ini bermaksud untuk mengetahui besarnya 
penerimaan BPHTB tahun anggaran 2003-2005, tingkat efektivitas penerimaan 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tahun anggaran 2003-2005 Di KP 
PBB Klaten, kesesuaian target dengan potensi serta hambatan yang dihadapi dan 
usaha yang dilakukan oleh fiskus untuk mengoptimalkan penerimaan BPHTB. 
Sehubungan dengan masalah tersebut, penelitian dilakukan dengan metode 
wawancara dan studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan meminta informasi 
serta data-data dari instansi yang terkait yaitu Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 
Bangunan Klaten, sedangkan studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan 
informasi baik dari buku, dokumen serta literature yang lain. 
Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, diketahui bahwa selama periode 
2003 – 2005 jumlah penerimaan BPHTB terealisasi tercatat sebesar Rp 
32.789.123.000,00 sedangkan jumlah target penerimaan pajak yang dianggarkan 
hanya sebesar Rp 19.688.737.000,00 sehingga dari data yang diperoleh dapat 
diketahui bahwa tingkat realisasi penerimaan BPHTB yang diperoleh selama 
periode 2003 – 2005 dapat dikatakan efektif, karena dari tahun ke tahun realisasi 
selalu melebihi target dan tingkat efektivitasnya selalu diatas 100% yaitu sebesar 
166,53%.  
Berdasarkan temuan-temuan yang didapat, penulis ingin memberikan sedikit 
saran kepada pihak yang berwenang selaku ini KP PBB Klaten. Dalam upaya 
untuk mengoptimalkan penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
yang diperoleh setiap tahun hendaknya KP PBB Klaten lebih aktif dalam 
melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak bahkan sampai ke tingkat desa dan 
sebaiknya dijadwal rutin, selain itu untuk meminimalkan jumlah tunggakan 
BPHTB fiskus dapat melakukan penagihan secara aktif dan memberikan sanksi 
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BAB I 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
A. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan. 
Kita mengenal berbagai macam pajak yang dikenakan terhadap tanah 
yang di miliki atau digarap oleh rakyat sejak zaman kolonial. Pada masa 
pemerintahan Sir Thomas Standford Raffles (1811-1814) dikenal sebagai 
landrent yang arti sebenarnya ”Sewa Tanah” dan setelah Indonesia Merdeka 
disebut Pajak Bumi sampai Ordonasi atau Undang- Undang landrent dihapus 
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1 
dan diganti pada tahun 1951 oleh UU No. 11 Th 1951 tentang Pajak Peralihan 
1944.  
Pada masa Kolonial, baik pada masa pemerintahan Inggris maupun 
pemerintahaan Belanda, pajak atas tanah dimanfaatkan hanya untuk 
kepentingan penjajah, bukan untuk pembangunan Hindia Belanda dan 
kesejahteraan rakyat Bumi Putra. Pada masa merdeka hasil pungutan pajak 
digunakan untuk membiayai roda pemerintahan RI. 
Pada tahun 1959 melalui UU No. 11 Peraturan Pemerintah 1959, 
diberlakukan pajak hasil bumi. Undang-Undang ini semula hanya mengatur 
tentang pungutan pajak atas tanah adat yaitu tanah yang dimiliki  oleh orang-
orang Indonesia asli tidak termasuk tanah hak barat, karena tanah barat tersebut 
diatur berdasarkan UU Verponding Indonesia tahun 1923 dan Verponding tahun 
1928. Kemudian pada tahun 1960  hukum atas tanah berlaku atas semua tanah 
di Indonesia dan dipertegas lagi dengan Keputusan presidium kabinet tanggal 
10 februari 1967 No. 87/kep/U/4/1967. 
Dengan adanya perubahan kebijaksanaan pada tahun 1959 peraturan 
Pemerintah pengganti Undang-Undang No II 1959 tentang pemberian otonomi 
pada pemerintahan daerah, maka pajak hasil bumi diubah menjadi Iuran 
Pembangunan Daerah (IPEDA) dan hasilnya diserahkan pada pemerintah 
daerah. Maksud dari kebijaksanaan IPEDA adalah untuk menggantikan suatu 
jenis pajak dengan nama Verponding Inlandas Verponding, suatu pajak hasil 
bumi atas harta tak bergerak, karena tidak ada Undang-Undang yang 
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menghapus Verponding tersebut serta pajak hasil bumi maka setiap daerah 
membuat peraturan sendiri-sendiri tentang IPEDA.   
Beberapa faktor yang mendorong lahirnya Undang-undang No. 12 tahun 
1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) antara lain :  
a) karena landasan hukum IPEDA kurang jelas, misalnya: beberapa pungutan 
serta pajak rumah tangga sangat memberatkan masyarakat, 
b) Undang–undang disusun pada zaman kolonial, tidak sesuai lagi dengan 
filsafat pancasila dan tuntutan pembangunan yang terus meningkat, dan  
c) Ordenansi/UU yang mengatur pungutan atas objek yang sama, terlalu 
banyak jumlahnya sehingga membingungkan masyarakat. 
Sebagai realisasi dari GBHN Th 1983, UU No. 12 Th 1985 merupakan 
bagian dari paket pembaharuan sistem perpajakan nasional. Maksud dari 
pembaharuan ini  adalah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan 
pajak sehingga Negara mampu membiayai pembangunan dari sumber-sumber 
penerimaan dalam negeri dan diharapkan terjamin kelangsungannya. 
Penggantian dari sejarah Pajak Bumi Dan Bangunan di Indonesia  telah ditandai 
dengan peraturan-peraturan yang mendasari pemungutan pajak berikut ini: 
a) Ordonansi Pajak Rumah Tangga pada tahun 1960,  
b) Ordonansi Verponding Indonesia 1923, 
c) pada tahun 1928 disempurnakan menjadi Verponding 1928,  
d) pada tahun 1942 dikenal sebagai Pajak Kekayaan 1932, 
e) pada tahun 1942 dikenal sebagai Pajak jalan 1942, 
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f) UU Darurat No II Th 1957 tentang Peraturan Umum Pajak   Daerah,    
Pasal 14 huruf j, k , dan I, dan 
g) pada tahun 1959 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang No II 1959 tentang Pajak Hasil Bumi dan Iuran pembangunan 
Daerah (IPEDA). 
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan resmi berdiri pada tahun 
1985 berada di wilayah wewenang dari Kantor Wlayah Direktorat Jendral Pajak 
VIII Jawa Tengah atau Daerah Istimewa Yogyakarta yang berpusat di 
Semarang. 
Pajak Bumi dan Bangunan perlu dimantapkan pelaksanaannya karena 
tidak dapat disangkal lagi bahwa Bumi dan Bangunan dapat memberikan 
keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau 
badan yang mempunyai hak atasnya/memperoleh manfaat dari padanya. 
 
 
B. Sejarah Singkat Berdirinya KP PBB Klaten. 
Dengan Landasan hukum IPEDA yang kurang jelas, seperti beberapa 
macam pungutan pajak yang tertumpu pada objek pajak yang sama atas tanah 
dan bangunan, yang pasti sangat memberatkan masyarakat. Perundang-
undangan yang menjadi dasar pemungutan pada zaman kolonial tidak sesuai 
lagi dengan falsafah Pancasila dan tuntutan pembangunan yang terus 
meningkat. 
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UU No. 12 Th 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menjadi dasar 
hukum yang kuat untuk mengatur pajak atas harta tak bergerak yang berlaku 
diseluruh Indonesia. Sebagai tindak lanjut, maka kantor IPEDA berubah nama 
Kantor Dinas Luar Tingkat I Klaten. Kantor tersebut bertanggung jawab pada 
Kantor Inspeksi Pajak Bumi Dan Bangunan Yogyakarta. 
 Karena makin bertambahnya beban tugas sejalan dengan perkembangan 
daerah maka diadakan penataan kembali pada kantor-kantor yang menjalankan 
urusan pajak. Kantor Inspeksi Pajak dihapus, sedangkan Kantor Dinas Luar 
diganti dengan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Demikian pula 
Kantor Dinas Luar Tingkat I Klaten diganti menjadi sebutan Kantor Pelayanan 
Pajak Bumi dan Bangunan Klaten yang bertanggung jawab pada Kantor 
Wilayah Semarang 
Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Klaten memiliki wilayah 
kerja 3 Kabupaten. 
 
 
1. Kabupaten Klaten. 
2. Kabupaten Sukoharjo. 
3. Kabupaten Wonogiri. 
Dengan adanya pembagian wilayah disetiap kabupaten maka akan 
memudahkan para karyawan KP PBB untuk memeriksa semua pengajuan 
permohonan wajib pajak disetiap wilayah kabupaten.  
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Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan unsur 
pelaksanaan Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah dan bertanggung 
jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak,  
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dipimpin oleh Kepala Kantor dan 
mempunyai struktur organisasi mekanisme kerja sebagaimana diatur dalam 
Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 94/KMK/01/1994 tanggal 29 Maret 
1994.  
 
C. Struktur Organisasi KP PBB Klaten. 
Kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dipimpin oleh kepala 
kantor dan struktur organisasinya diatur dalam Surat Keputusan Menteri 
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D. Tugas dan Fungsi  masing–masing bagian dalam kantor PBB 
Untuk meningkatkan hasil kinerja dan untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan secara efisien dan efektif sangat perlu mengetahui uraian jabatan, 
wewenang dan perincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi 
bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas 
pada tiap-tiap bagian. 
1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan 
Tugasnya menyelesaikan kegiatan operasional Direktorat Jendral Pajak 
dibidang PBB dengan cara melakukan koordinasi (menyusun rencana kerja), 
evaluasi, dan pengendalian kegiatan dibidang tata usaha dan masing–masing 
seksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
2. Kepala Sub Bagian Umum  
Tugasnya melaksanakan pelayanan administrasi dengan cara melakukan 
tata usaha kepegawaian, laporan keuangan rumah tangga dan perlengkapan 
dalam menunjang kelancaran tugas kantor pelayanan PBB.  
 Sub bagian Tata Usaha ini terdiri dari berikut ini. 
a. Korlak Tata Usaha dan Kepegawaian 
Tugasnya melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian.               
(menatausahakan surat masuk dan keluar, pengetikan, 
penataan/penyusunan arsip dan dokumen).  
b. Korlak Keuangan 
Tugasnya melaksanakan urusan pelayanan keuangan dengan 
cara menyusun rencana kerja keuangan/menyusun Daftar Usulan 
7 
 20 
Kegiatan (DUK) dan Daftar Usulan Proyek (DUP), memproses surat 
permintaan pembayaran, mengajukan permintaan Anggaran Belanja 
Tambahan, pembayaran gaji dan keperluan kantor. 
c. Korlak Rumah Tangga 
Tugasnya melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan 
KP PBB dengan cara merencanakan kebutuhan, mengatur pengadaan, 
menyalurkan alat–alat tulis dan perlengkapan kantor serta memelihara 
barang inventaris. 
3. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 
Tugasnya melaksanakan urusan penatausahaan data masukan dan 
keluaran, pengolahan data dan penyajian informasi dengan cara pembentukan 
dan pemeliharaan master file, perekam, up dating, back up, transfer, recovery 
dan analisa serta memproduksi data keluaran dalam rangka analisa dan 
penyajian informasi PBB. 
a. Korlak Pelayanan Terpadu 
Tugasnya menerima, mencatat, meneliti, menyortir data 
masukan dan menerima, meneliti, dan mencatat data keluaran serta 
menyiapkan pengiriman ke seksi terkait.  
b. Korlak Pengolahan Data 
Tugasnya melaksanakan pengolahan data PBB dan 




c. Korlak Dukungan Komputer 
Tugasnya melaksanakan kegiatan analisis data masukan dan 
data keluaran dengan cara memilih, mengelompokkan, dan 
mengevakuasi dan membuat perkiraan untuk mendapatkan informasi 
yang diperlukan dalam pelaksanaan operasional PBB. 
4. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian 
Tugasnya melaksanakan urusan pendaftaran objek dan subjek PBB, 
penilaian dan klasifikasi objek PBB dan penyusunan buku monografi PBB 
untuk memperoleh data yang benar dan NJOP yang wajar sebagai dasar 
penetapan besarnya pajak terutang. 
a) Korlak Klasifikasi dan Pemutakhiran Data  
Tugasnya melaksanakan urusan pendaftaran objek dan subjek 
PBB, penatausahaan hasil pendataan objek dan subjek, penilaian dari 
klasifikasi objek pajak PBB. 
b) Korlak Monografi 
Tugasnya melaksanakan penyusunan konsep buku  monografi PBB 
dengan cara menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan 
potensi PBB sebagai bahan penghitung besarnya potensi PBB. 
5. Kepala Seksi Penetapan 
Tugasnya melaksanakan urusan penetapan PBB semua sektor dan 




a) Korlak Penetapan pedesaan dan perkotaan 
Tugasnya melaksanakan urusan penetapan pedesaan dan 
perkotaan. 
b) Korlak Penetapan Perkebunan, dan pertambangan. 
Tugasnya melaksanakan urusan penetapan PBB sektor 
perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 
c) Korlak Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penetapan 
Tugasnya melaksanakan Intensifikasi dan Ektensifikasi 
penetapan PBB sebagai bahan untuk pengamatan tingkat perbandingan 
antara besarnya pajak terutang dengan potensi PBB dan bahan 
pemutakhiran Buku Induk PBB dalam rangka peningkatan jumlah pajak 
terutang dan tertib administrasi. 
6.  Kepala Seksi Penerimaan 
a) Korlak Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi 
Tugasnya melaksanakan penatausahaan pembayaran, penyetor, 
pelimpahan dan pembagian hasil penerimaan PBB, pemantauan 
penyetoran, restitusi dan kompensasi serta pembagian biaya 
pemungutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 
penerimaan PBB. 
b) Korlak P4 
Tugasnya melaksanakan urusan penataushaan piutang PBB, 
penagihan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untk kelancaran 
pelaksanaan penagihan piutang PBB. 
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7. Kepala Seksi Keberatan dan Pengurangan 
Tugasnya melakukan penyelesaian keberatan, uraian banding, 
pengurangan dan verifikasi atas permohonan keberatan dan pengurangan PBB.  
8. Tenaga Fungsional   
Kelompok Tenaga Fungsional penilaian PBB terdiri dari sejumlah 
tenaga penilai PBB dalam jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai 
kelompok sesuai bidang keahliannya. Setiap kelompok tersebut di atas oleh 
seorang tenaga penilai paling senior yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral 
Pajak, dan jumlah tenaga penilai PBB tersebut ditentukan berdasarkan 
kebutuhan dan beban kerja.   
 
E. Lokasi KP PBB Klaten. 
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan ini terletak di desa Bareng 
lor, kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten. Kantor Pelayanan Pajak ini 
berdiri di atas tanah seluas 1395 m2, tepatnya menghadap ketimur dan 
menghadap jalan raya tepatnya dijalan Veteran No 82 kecamatan Klaten Utara, 
Jawa Tengah. Disekitar kantor sebelah utara ini terdapat kantor Palang Merah 
Indonesia (PMI) dan dibelakangnya terdapat area persawahan yang cukup luas.  
Wilayah Kerja KP PBB Klaten terdiri dari berikut ini. 
1)  Kabupaten Klaten. 
2)  Kabupaten Sukoharjo. 
3)  Kabupaten Wonogiri.      
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F. Visi dan Misi KP PBB. 
a) Misi:  
1. Fiskal:  menghimpun sumber–sumber penerimaan dalam negeri dari 
sektor pajak khususnya pajak PBB. 
2. Ekonomi: mendukung kebijaksanaa ekonomi pemerintah yang memberi 
kemajuan, kesejahteraan dan keadilan. 
3. Politik: mendukung adanya Demokratisasi bangsa. 
4. Kelembagaan: meningkatkan Profesionalisme aparatur pemerintah. 
b)  Visi:  
1. Menjadi model pelayanan masyarakat. 
2. Berkelas dunia /world class. 
3. Dipercaya dan dibanggakan masyarakat. 
 
G. Latar Belakang Masalah  
Perpajakan sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat 
penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 
Nasional. Perpajakan merupakan wujud peran masyarakat dalam membiayai 
Pembangunan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Pajak merupakan 
iuran kepada kas negara berdasarkan UU dengan tidak mendapat jasa timbal 
(kontra prestasi) yang langsung dapat  ditunjukkan dan yang digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum. 
Semakin tinggi kesadaran WP dalam membayar pajak maka dana yang 
mengalir ke kas negara juga semakin besar untuk menunjang pembangunan agar 
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berjalan lancar.  Tiga sumber penerimaan negara yang menjadi andalan dalam 
APBN:  
1. sektor pajak: merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara,  
2. sektor migas: karena sifatnya yang mudah habis dan tidak dapat 
diperbaharui lagi maka untuk sekarang ini tidak dapat diandalkan lagi, dan 
3. sektor non migas: penerimaan dari sektor ini terlalu kecil dibanding dari 
sektor–sektor yang lain. 
Dari ketiga sumber di atas penerimaan dari sektor pajak merupakan 
salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara. Penerimaan dari sektor 
pajak selalu dikatakan sebagai pilihan utama dalam membiayai pembangunan 
nasional. 
Pajak atas objek pajak properti di Indonesia dikenal dengan PBB. Pada 
tahun 1997 diberlakukannya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB). BPHTB hanya dikenakan terhadap perolehan atas properti (tanah 
atau bangunan). Pada masa lalu diberlakukan pungutan dengan nama Bea Balik 
Nama (BBN) berdasarkan staatsblad 1924 no 291 terkait dengan ordonasi 
tersebut tahun 1960 diberlakukan UU no 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar 
pokok-pokok agraria dimana hak-hak kebendaan sebagaimana diatur dalam 
Ordonasi balik nama staatsblad 1843 no 27 tidak diakui lagi. Sebagai ganti 
dengan berdasar UU no 21 tahun1997 maka diberlakukan Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB), perubahan atas UU no. 21 th. 1997 
tertuang dalam UU no. 20 th. 2000 memuat pokok perubahan dan 
penyempurnaan yang berpegang teguh pada asas–asas keadilan, kepastian 
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hukum, legalitas, dan kesederhanaan. BPHTB dengan arah dan tujuan untuk 
menampung perubahan tatanan dan perilaku ekonomi masyarakat dengan tetap 
berpedoman pada tujuan pembangunan nasional. 
BPHTB merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan negara 
yang sangat potensi menunjang kontribusi APBN. BPHTB ini dari tahun ke 
tahun akan mengalami peningkatan terus-menerus karena transaksi pelepasan 
/perolehan hak atas tanah/bangunan terjadi setiap saat sejalan dengan 
meningkatnya kebutuhan setiap manusia akan tanah itu sendiri. 
Tanah merupakan kebutuhan mutlak manusia dalam hidupnya, 
begitupun bangunan khususnya bangunan rumah tinggal adalah tempat berteduh 
bagi setiap manusia. Di sisi lain persediaan tanah semakin terbatas sehingga 
nilai jual tanah semakin tinggi dan pada akhirnya akan meningkatkan 
penerimaan BPHTB.  
Pembagian hasil penerimaan BPHTB berdasarkan UU no 20 th 2000 
untuk pusat: 20% dan untuk daerah: 80%.  
Prinsip-prinsip dalam UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
adalah sebagai berikut. 
1. Pemenuhan kewajiban BPHTB berdasarkan sistem self assessment, 
yaitu WP menghitung dan membayar sendiri utang pajaknya. 




3. Agar pelaksanaan UU BPHTB dapat berlaku secara efektif, baik WP 
maupun pejabat umum yang melanggar ketentuan/tidak melaksanakan 
kewajibannya, dikenakan sanksi menurut UU yang berlaku. 
4. Hasil penerimaan BPHTB merupakan penerimaan yang sebagian besar 
diserahkan kepada PEMDA, untuk meningkatkan pendapatan daerah 
guna membiayai pembangunan daerah dan dalam rangka 
memantapkan otonomi daerah. 
5. Semua pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan 
diluar ketentuan ini tidak diperkenankan 
Dengan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil 
judul ”Analisis Efektivitas Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan 
Bangunan (BPHTB) Tahun  Anggaran 2003-2005 Di KP Pajak Bumi Dan 
Bangunan Klaten”. 
Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal berikut. 
1. Kuncoro (2003) yang berjudul Analisis Efektivitas Penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan  Tahun Anggaran 1998-2002 di KP 
PBB Salatiga, meneliti tingkat keefektivitas penerimaan PBB 
Tahun Anggaran 1998-2002 dan upaya yang ditempuh KP PBB 
Salatiga untuk meningkatkan penerimaan. 
2. Prasetyo (2004) yang berjudul Evaluasi Penerimaan BPHTB 
sebagai salah satu sumber penerimaan Negara dalam rangka 
menunjang Otonomi Daerah di KP PBB Surakarta tahun anggaran 
2000-2003, meneliti besarnya penerimaan BPHTB, tingkat 
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perkembangan BPHTB di KP PBB Surakarta tahun anggaran 
2000-2003 dan usaha yang ditempuh KP PBB Surakarta untuk 
meningkatkan penerimaan BPHTB. 
3.  Wati (2005) yang berjudul Perkembangan Jumlah Penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2001-2004 di KP PBB 
Surakarta, meneliti bagaimana perkembangan jumlah penerimaan 
PBB tahun anggaran 2001-2004 dan upaya untuk meningkatkan 
penerimaan PBB. 
4. Pungkasto (2004) yang berjudul  Evaluasi Penerimaan PBB Tahun 
Anggaran 2000-2003 Di KP PBB Klaten, meneliti bagaimana 
tingkat perkembangan penerimaan PBB Di KP PBB Klaten. 
5. Atmojo (2003) yang berjudul Analisis Efektivitas Penerimaan PBB 
Di KP PBB Klaten Tahun Anggaran 1998-2002, meneliti tingkat 
keefektivitas penerimaan PBB Di KP PBB Klaten tahun anggaran 
1998-2002. 
 
H. Rumusan Masalah  
1. Seberapa basar penerimaan BPHTB tahun anggaran 2003-2005 di KP 
PBB Klaten? 
2. Apakah target sudah sesuai dengan potensi? 
3. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan BPHTB tahun anggaran 2003 -
2005 di KP PBB Klaten? 
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4. Hambatan apa saja yang menjadi kendala dalam upaya peningkatan 
penerimaan BPHTB? 
5. Usaha-usaha apa yang dilakukan oleh fiskus untuk mengoptimalkan 
penerimaan BPHTB? 
 
I.  Tujuan Penelitian  
Setiap usaha yang dilakukan manusia pasti memiliki maksud dan tujuan  
tertentu, demikian pula dengan kegiatan yang dilakukan oleh penulis. Adapun 
tujuan yang dilakukan untuk melaksanaan Penelitian ini:  
a. Untuk mengetahui seberapa besarnya penerimaan BPHTB dalam periode 
2003-2005 di kabupaten Klaten. 
b. Untuk mengetahui dan melihat kesesuaian target dengan potensi BPHTB 
diKP PBB Klaten. 
c. Untuk mengetahui tingkat keefektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan. 
d. mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh KP Pajak Bumi dan 
Bangunan klaten untuk mengoptimalkan penerimaan BPHTB dan 
hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan 
BPHTB. 
 
J. Manfaat Penelitian 
Disamping mempunyai maksud dan tujuan maka penelitian ini pun 
mempunyai manfaat . Manfaat dari penelitian yaitu sebagai berikut:  
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1  Manfaat Penelitian Bagi Peneliti. 
Menambah pengetahuan peneliti tentang ruang lingkup BPHTB karena 
penulis dapat mengetahui cara penentuan target dan upaya-upaya yang 
dilakukan KP PBB untuk mengoptimalkan penerimaan BPHTB. 
2  Manfaat bagi KP PBB. 
Sebagai bahan masukan dan saran-saran dari penulis sebagai bahan 
pertimbangan untuk menjadi bahan acuan dalam rencana kerja tahun 




TEORI DAN PEMBAHASAN 
 
1. Teori 
1.1  Definisi Pajak  
Beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, adalah 
sebagai berikut ini. 
a. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., (dalam Suandi 2000) 
” pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang–
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 
(kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum”. 
b. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang 
berjudul ”Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong”, Universitas 
Padjadjaran, Bandung, 1964, (dalam Suandi 2000) 
” Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh 
penguasa berdasarkan Norma-norma Hukum, guna menutup biaya 
produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai 







c   Menurut Prof. Dr.M.J.H Smeets dalam bukunya”De Economische 
Betekenis der Belastingen, 1951, (dalam Suandi 2000) 
“pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang tertuang melalui norma-
norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi 
yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual;maksudnya untuk 
membiayai pengeluaran pemerintah”.  
Dari beberapa definisi di atas pajak dipungut pemerintah berdasarkan 
Undang–Undang dan sifatnya memaksa artinya bila utang pajak tidak dibayar 
maka dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan (surat paksa, penyitaan, 
dan penyandraan). Kita membayar pajak berarti kita sudah berperan aktif 
dalam pembangunan karena dana yang masuk ke Kas Negara lewat pajak 
tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan dan kita tidak mendapat 
kontraprestasi secara langsung, karena balas jasa yang kita terima berupa 
fasilitas umum yang telah kita nikmati selama ini.  
1.2   Fungsi Pajak  
1. Fungsi budgetair / financial. 
Yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke Kas negara, dengan tujuan 
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.  
2. Fungsi regulerend / fungsi mengatur. 
Yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik 




 Contoh : 
2.1 Pajak yang tinggi dikenekan terhadap minuman keras untuk 
mengurangi konsumsi minuman keras. 
2.2 Pajak yang tinggi dikenakan pada barang-barang mewah untuk 
mengurangi gaya hidup konsumtif. 
2.3 Tarif ekspor 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia 
dipasaran dunia. 
Di samping kedua fungsi di atas pajak masih mempunyai tujuan lain 
seperti untuk redistribusi pendapatan, dan menanggulangi inflasi. 
1. 3. Penggolongan Pajak  
Pembagian Pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang 
pemungut, maupun sifatnya. 
a) Berdasarkan golongannya, pajak dapat dibagi menjadi dua:  
 a. 1. Pajak Langsung  
yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh WP yang 
bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: 
pajak penghasilan. 
a. 2. Pajak Tidak Langsung  
yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada 





b) Berdasar wewenang pemungut dapat dibedakan menjadi dua : 
 b. 1. Pajak Pusat / Pajak Negara   
Yaitu pajak yang wewenang pemungutnya ada pada pemerintah 
pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan 
melalui Direktorat Jenderal Pajak. 
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan termasuk 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Bea Materai. 
b. 2. Pajak Daerah  
Yaitu pajak yang wewenang pemungutnya ada pada pemerintah 
daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. 
Pajak Daerah terdiri dari pajak berikut ini. 
a) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan 
Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 
b) Pajak Kabupaten/ kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, 
Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan. 
c)  Berdasarkan sifatnya pajak dapat dibedakan menjadi dua:  
c.1.  Pajak Subjektif  
Pajak yang memperhatikan kondisi / keadaan Wajb Pajak. 





c.2.   Pajak Objektif 
 Pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang 
menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari 
subjeknya baik orang pribadi maupun badan. 
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan pajak penjualan atas Barang 
Mewah 
Tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku adalah : 
1) official assessment system 
official assessment system merupakan sistem pemungutan pajak 
dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh WP dihitung dan 
ditetapkan oleh fiskus atau aparat pajak. Jadi WP bersifat pasif dan fiskus 
bersifat aktif. Menurut sistem ini utang pajak timbul bila telah ada ketetapan 
dari fiskus (jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak menurut 
ajaran formiil; artinya utang pajak timbul apabila sudah ada ketetapan pajak 
dari fiskus). Ini untuk jenis pajak: PBB dan pajak daerah. 
2) self assessment system 
self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak dimana 
wajib pajak sendiri yang menghitung, memperhitungkan, membayar, dan 
melaporkan jumlah pajak yang terutang. Fiskus hanya bertugas melakukan 
penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan WP (jika 
dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak menurut ajaran materiil ; 
artinya utang pajak timbul apabila ada yang menyebabkan timbulnya utang 
pajak). 
 36 
3) with holding system 
with holding system adalah sistem pemungutan pajak yang mana 
besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga (pemberi 
kerja, bendaharawan pemerintah).   
1.4   BPHTB 
Beberapa pengertian umum yang berkaitan dengan BPHTB adalah 
berikut ini. 
1) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah Bea atau 
pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, 
selanjutnya disebut pajak.  
2) Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau 
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan 
atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. 
3) Hak atas tanah dan bangunaan adalah hak atas tanah termasuk hak atas 
pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam 
UU No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok agraria, UU 
no 16 tahun 1985 tentang Rumah susun, dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku lainnya. 
4) Surat Tagihan BPHTB adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan 
atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 
5) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kurang 
Bayar adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak 
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yang terutang, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 
administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. 
6) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kurang 
Bayar Tambahan adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas 
jumlah pajak yang telah ditetapkan. 
7) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan lebih 
Bayar adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak karena jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar dari 
pada pajak yang seharusnya terutang. 
8) Surat setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah surat 
yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau 
penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara melalui kantor Pos dan 
atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik 
Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh menteri dan 
sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan atau 
bangunan. 
1.4.1   Dasar Hukum 
Dasar hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah 
sebagai berikut. 
a) Undang–Undang no 21 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang–Undang no 20 tahun 2000 tentang BPHTB. Undang–Undang 
ini menggantikan Ordonansi Bea Balik Nama Staatblad 1924 no 291. 
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b) Peraturan Pemerintah No 111 tahun 2000 tentang pengenaan BPHTB 
karena warisan dan hibah. 
c) Peraturan Pemerintah No. 112 tahun 1999 tentang Pengenaan BPHTB 
karena pemberian Hak Pengelolaan. 
d) Peraturan Pemerintah No. 113 tahun 2000 tentang besarnya NPOPTKP 
BPHTB. 
1.4.2   Subjek Pajak dan Objek Pajak 
  Subjek pajak di sini adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh 
hak atas tanah, atau bangunan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban 
membayar pajak menjadi WP BPHTB menurut UU BPHTB. 
  Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi 
sebagai berikut. 




d) Hibah Wasiat, 
e) Warisan, 
f) Pemasukan dalam perseroan, 
g) Pemisahan Hak yang mengakibatkan Peralihan, 
h) Penunjukan pembeli dalam leleng, 
i) Pelaksanaan Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang 
tetap, 
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j) Penggabungan usaha, 
k) Peleburan usaha, 
l) Pemekaran usaha, dan 
m) Hadiah. 
2. Pemberian hak baru karena : 
a) kelanjutan Pelepasan Hak.  
b) Diluar Pelepasan Hak. 
1.4.3   Tidak termasuk Objek Pajak 
   Objek Pajak Yang tidak diperkenankan dalam BPHTB adalah Objek 
Pajak yang diperoleh sebagai berikut. 
a) Perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal 
balik. 
b) Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau pelaksanaan 
pembangunan guna kepentingan umum. 
c) Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau 
perwakilan organisasi tersebut. 
d) Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan 
hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. 
e) Orang pribadi atau badan karena wakaf. 




1.4.4   Dasar Pengenaan Pajak 
 Yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak 
(NPOP) yaitu ditentukan: 
1 Harga transaksi, dalam hal: jual-beli. 




d. Hibah Wasiat, 
e. Warisan, 
f. Pemasukan dalam perseroan, 
g. Pemisahan Hak yang mengakibatkan Peralihan, 
h. Penunjukan pembeli dalam leleng, 
i. Pelaksanaan Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, 
j. Penggabungan usaha, 
k. Peleburan usaha, 
l. Pemekaran usaha, dan 
m. Hadiah. 
3 Harga Transaksi yang tercantum dalam Risalah lelang, dalam hal:   
penunjukan pembeli dalam lelang. 
4 Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB) apabila 
besarnya NPOP sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2 tidak 
diketahui atau NPOP lebih rendah dari pada NJOP PBB. 
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1.4.5   Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 
 Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak adalah batas dimana nilai 
perolehan suatu objek pajak tidak dikenakan pajak. NPOPTKP ditetapkan 
dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pajak atas usulan dari Bupati / 
Walikota. 
  Besarnya NPOPTKP untuk KP PBB Klaten adalah: untuk Kabupaten 
Klaten sebesar Rp 15.000.000, Kabupaten Sukoharjo Rp 20.000.000, dan untuk 
Kabupaten Wonogiri Rp 15.000.000.  
  Basarnya NOPTKP ditetapkan secara regional paling banyak Rp 
60.000.000,00 kecuali dalam hal perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat 
yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah 
dalam garis keturuanan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah 
dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami atau istri NPOPTKP ditetapkan 
paling besar Rp 300.000.000. Dan untuk Kabupaten Klaten sebesar Rp 
200.000.000. Besarnya NPOPTKP dengan peraturan Pemerintah dengan 
mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter dan pekembangan 
harga umum tanah atau bangunan.  
1.4.6    NPOPKP  
    NPOPKP adalah Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak yaitu Nilai 





1.4.7  Tarif Pajak dan Cara Menghitung BPHTB 
    Besarnya tarif pajak BPHTB ditetapkan sebesar 5% dari Nilai 
Perolehan Objek Pajak Kena Pajak. 
Rumus menghitung BPHTB adalah  
     BPHTB = NPOPKP X Tarif   
                              =  (NPOP – NPOPTKP) X 5% 
1.4.8  Saat Terutangnya Pajak 
    Saat yang menentukan terutangnya pajak adalah: 
1. Sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk: 
a. jual-beli, 
b. tukar-menukar, 
c.  Hibah, 
d. Pemasukan dalam perseroan, 
e. Pemisahan Hak yang mengakibatkan Peralihan, 
f. Penggabungan usaha, 
g. Peleburan usaha, 
h. Pemekaran usaha, dan 
i. Hadiah. 
2. Sejak tanggal penunjukan pemenang lelang, untuk: lelang. 
3. Sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum 
yang tetap, untuk: putusan hakim. 
4. Sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke 
kantor pertanahan, untuk hibah wasiat dan warisan. 
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5. Sejak tanggal ditandatanganinya dan diterbitkannya surat keputusan 
pemberian hak, untuk:  
a) Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan pelepasan hak, dan 
b) Pemberian hak baru diluar pelepasan hak. 
1.4.9    Tempat Pajak Terutang dan Tempat Pembayaran 
Tempat Pajak Terutang adalah di wilayah:  
1. Kabupaten. 
2. Kota atau. 
3. Propinsi. 
Tempat tersebut meliputi letak tanah dan atau bangunan berada. 
 Pajak yang terutang dibayar ke Kas Negara melalui: 
1. Bank BUMN atau Bank BUMD. 
2. Kantor Pos dan Giro. 
3. Tempat pembayaran Lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 
1.4.10 Hasil Penerimaan BPHTB 
 Berdasarkan UU no 20 th 2000 serta KMK No.519 /KMK. 04/ 2000 
tentang tata cara pembagian hasil BPHTB: 
1. untuk pusat: 20% dan  
2. untuk daerah: 80% dengan perincian sebagai berikut. 
a. 16% untuk propinsi. 




II.  Analisis dan Pembahasan 
1) Besarnya penerimaan BPHTB di KP PBB Klaten 
Rencana penerimaan BPHTB yang di KP PBB Klaten menggunakan 
dasar penerimaaan periode sebelumnya, yang disesuaikan dengan potensi 
daerah masing-masing berdasarkan ketetapan dari Pemerintah Pusat, ini 
bertujuan untuk menghindari kesalahan perkiraan sehingga dapat mengurangi 
adanya unsur ”pemaksaan” target dan meningkatkan rasa tanggung jawab 
kepada KP PBB di tiap wilayah. 
Realisasi penerimaan adalah jumlah bersih penerimaan atau merupakan 
hasil akhir penerimaan BPHTB yang terdiri dari pokok pajak tahun berjalan 
ditambah dengan tunggakan pajak tahun sebelumnya. Banyaknya tunggakan ini 
bisa disebabkan karena berbagai alasan diantaranya: karena adanya kurang 
bayar BPHTB sehingga timbul Surat Ketetapan Bea Kurang Bayar (SKBKB), 
ini mengakibatkan penerimaan pajak tidak maksimal. 
BPHTB merupakan salah satu sumber penerimaan yang sangat 
potensial, maka Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Klaten berupaya 
mengelola secara maksimal guna meningkatkan penerimaan untuk menunjang 
pembangunan daerah. Untuk mengetahui seberapa besar penerimaan Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di KP PBB Klaten dapat dilihat 







BPHTB KP PBB Klaten 
Tahun anggaran 2003-2005 (dalam ribuan) 
 
 No                     Tahun Anggaran                  Penerimaan BPHTB 
     1                                   2003                                    8.601.389      
 2                                  2004                                   11.661.979 
 3                                  2005                                   12.525.755 
             jumlah                                                        32.789.123 
 
Sumber: KP PBB Klaten 
Dari tabel di atas terlihat bahwa penerimaan BPHTB di KP PBB Klaten 
selama 3 (tiga) tahun terakhir mencapai Rp 32.789.123.000. Penerimaan ini dari 
tahun ke tahun mengalami peningkatan, penerimaan Bea Perolehan Atas Tanah 
dan Bangunan pada tahun anggaran 2003 sebesar Rp 8.601.389.000, pada 
anggaran tahun 2004 Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
adalah sebesar Rp 11.661.979.000 atau meningkat sebesar Rp 3.060.590.000. 
Pada tahun anggaran 2005  mengalami peningkatan lagi sebesar Rp 
863.776.000 maka jumlah penerimaan sebesar Rp12.525.755.000. penerimaan 
tahun anggaran 2005 ini merupakan penerimaan terbesar dalam tiga terakhir ini. 
Agar lebih jelasnya berikut merupakan tabel daftar realisasi BPHTB 






Daftar Realisasi Penerimaan BPHTB  
KP PBB Klaten untuk masing-masing daerah 
Tahun Anggaran 2003-2005 (dalam ribuan) 
                                         
              No        Dati II                                         Tahun                                       
                                                       2003                     2004                     2005 
                1        Kab. Klaten          1.797.974          5.188.574           5.417.613 
                2        Kab.Sukoharjo     6.548.737          6.014.712           6.646.244       
                3        Wonogiri                254.678               458.693             461.898 
 
             Jumlah                 8.601.389          11.661.979         12.525.755            
            Sumber: KP PBB Klaten 
Untuk mengetahui tingkat persentasi Penerimaan Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini. 
Tabel 3 
Persentase Kenaikan Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan KP PBB Klaten 
Tahun anggaran 2003-2005 
 
         No    Tahun Anggaran    Penerimaan BPHTB    Kenaikan     %Kenaikan 
  
1        2003                      8.601.389                      -                 - 
          2        2004                      11.661.979                   3.060.590           35,58 
          3        2005                      12.525.755                      863.776             7,40 
           Sumber: KP PBB Klaten 
Tabel 3 menunjukkan bahwa penerimaan Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah dan Bangunan selama tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun 
anggaran 2004 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.060.590.000 atau sebesar 
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35,58%. Pada tahun anggaran 2004 sampai dengan tahun anggaran 2005 
Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mengalami 
peningkatan lagi walaupaun tidak besar yaitu sebesar Rp 863.776.000 atau 
sebesar 7,40%.  
 
2) Kesesuaian target dengan potensi. 
Untuk meningkatkan Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan realisasi harus melebihi target yang ditentukan sebelumnya. Target 
adalah jumlah rencana penerimaan yang akan dicapai, penentuan target 
didasarkan potensi (kemampuan) daerah sehingga masing-masing daerah tidak 
sama besarnya target yang akan dicapai. 
Wilayah Klaten merupakan kota yang cukup maju dan strategis, banyak 
pertokoan, dan jumlah penduduknya yang padat menjadikan nilai jual tanah 
lebih tinggi karena banyak diminati masyarakat sehingga penentuan targetnya 
juga besar. Wilayah Wonogiri penentuan targetnya relatif kecil karena letaknya 
yang kurang strategis dan masih pedesaan belum banyak terjadi persaingan 
bisnis sehingga transaksi jual beli juga kecil. Target yang paling tinggi adalah 
daerah Sukoharjo ini disebabkan tingkat Pertumbuhan kabupaten Sukoharjo 
yang cenderung lebih tinggi dari dua Kabupaten lainnya. Mengingat wilayah 
kabupaten Sukoharjo bagian utara merupakan  wilayah pengembangan dari 
kota Solo sehingga dimungkinkan nilai tanahnya juga lebih tinggi dan lebih 
banyak terjadi transaksi.  
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Realisasi penerimaan BPHTB sangat tergantung pada besarnya transaksi, 
oleh karena itu besarnya perencanaan dan besarnya realisasi BPHTB sulit untuk 
diperkirakan.  
Penerimaan atau realisasi dari tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat 





Target dan Realisasi Penerimaan 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dimasing-masing daerah 
Tahun anggaran 2002-2005 
 
 
     
 
Tahun                      2002                                   2003                                          2004                                             2005 
                       Target         Realisasi      %        Target      Realisasi      %       Target        Realisasi    %        Target         Realisasi       %        
     Klaten       1.577.000      1.221.995      74,49    1.759.576     1.797.974   102,8   1.700.000    5.188.574   305,21    4.297.487  5.417.613 126,06 
     Sukoharjo  2.550.576      2.781.326    109,05   2.845.868     6.548.737   203,11  3.867.428    6.014.712   155,52   4.504.194   6.646.244 147,56 
     Wonogiri     150.000         158.850       105,90    167.366         254.678   152,17     200.000      458.693    229,35      346.818     461.898 133,18 
     Jumlah      4.277.576    4.162.171        97,30     4.772.810    8.601.389  180.22    5.767.428  11.661.979  202,20   9.148.499  12.525.755 136,92 
 











Kesesuaian antara target dan potensi di Kantor Pelayanan Pajak Bumi 
dan Bangunan Klaten dapat dihitung dengan cara sebagai berikut ini. 
    Kesesuaian = 
Potensi
Target 
 X 100% 
 
Potensi didasarkan realisasi tahun sebelumnya. 
a. Tahun 2003 
100% X
0004.162.171.
   0004.772.810. 
Kesesuaian =  
    = 114,67% 
b. Tahun 2004 
 100% X
0008.601.389.
  0005.767.428. 
Kesesuaian =  
   = 67,05% 
c. Tahun 2005 
 100% X
  .00011.661.979
   0009.148.499. 
Kesesuaian =  
                  = 78,44% 
Dari tabel 4 di atas dapat kita lihat kesesuaian jumlah target penerimaan 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan potensi masing-masing 
daerah, kesesuaian target dengan potensi pada tahun 2003 mencapai 114% 
sedangkan pada tahun 2004 turun menjadi 67,05% dan pada tahun 2005 
meningkat lagi menjadi sebesar 78,44%. Ini dapat disimpulkan bahwa target 




3) Efektivitas penerimaan BPHTB di KP PBB Klaten 
Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau 
peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. (Handoko, 
2003: 7) 
Menurut pendapat penulis dalam hal ini efektivitas adalah kemampuan 
pencapaian target yang telah ditentukan sebelumnya. 
Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas Penerimaan Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 
Bangunan Klaten dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara target 
yang harus dicapai dengan realisasi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
dan Bangunan dalam tahun yang sama.  




            Sumber: KP PBB     
Tingkat efektivias Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Klaten dapat dilihat 










Target dan Realisasi Penerimaan  
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
Tahun Anggaran 2003-2005 
 
 
      No              Tahun                      Target                          Realisasi              % 
 
1                  2003                    4.772.810                    8.601.389              180,22 
2                  2004                    5.767.428                   11.661.979             202,20 
3                  2005                    9.148.499                   12.525.755             136,92  
 
jumlah                            19.688.737                   32.789.123            166,53 
 
 Sumber: KP. PBB Klaten 
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa prosentase pencapaian 
penerimaan BPHTB pada KP PBB Klaten dari tahun 2003 sampai 2005 selalu 
di atas 100% 
Efektivitas Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
setiap tahun di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Klaten dapat 
dihitung dengan cara sebagai berikut ini. 
a. Tahun 2003 
Efektivitas = %100
 0004.772.810.  Rp
 0008.601.389. Rp
X  
                  = 180.22% 




 X 100% 








 X 100%   
                  = 136.92% 




X 100%                      
                  = 166,53% 
Dari tabel 5 di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah target penerimaan 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang diperoleh dalam tahun 
anggaran 2003 samapi dengan 2005 adalah sebesar Rp.  19.688.737.000 
sedangkan rata-rata realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Klaten sebesar Rp. 
32.789.123.000 dan rata-rata tingkat efektivitas adalah sebesar 166,53%. 
Tabel 5 menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan dari tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun 
anggaran 2005 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun anggaran 2003 
efektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kantor 
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Klaten sebesar  180.22%, penerimaan 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada tahun anggaran ini yang 
terealisasi sebesar Rp. 8.601.389.000, sedangkan target yang telah dianggarkan 
sebesar Rp 4.772.810.000. Untuk tahun anggaran yang selanjutnya yaitu tahun 
anggaran 2004 target penerimaan yang dianggarkan adalah sebesar Rp  
5.767.428.000 dan realisasinya adalah sebesar Rp11.661.979.000 dan tingkat 
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ke efektivitasnya 202.20%. Selanjutnya pada tahun anggaran 2005 penerimaan 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada tahun anggaran ini yang 
terealisasi sebesar Rp12.525.755.000, sedangkan target yang telah dianggarkan 
sebesar Rp 9.148.499.000 sehingga efektivitasnya 136.92%.  
Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan di Kantor Pelayanan 
Pajak Bumi dan Bangunan Klaten selama periode 2003-2005 sudah bisa 
dikatakan efektif, karena dari tahun ke tahun jumlah terealisasi selalu 
memenuhi bahkan melebihi target yang dianggarkan dan tingkat efektivitasnya 
selalu di atas 100%, pada tahun 2003 tingkat efektivitasnya 180.22%, 
sedangkan untuk tahun anggaran 2004 tingkat efektivitasnya 202.20%, dan 
untuk tahun anggaran 2005 tingkat efektivitasnya 136.92%. ini berarti bahwa 
penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di kantor Pelayanan 
Pajak Bumi dan Bangunan Klaten sudah memenuhi target dan sudah efektif. 
 
4) Hambatan ataupun Kendala dalam Peningkatan penerimaan BPHTB 
Dalam hal ini diketahui ada permasalahan dan beberapa faktor yang 
mempengaruhi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB) di KP PBB Klaten sebagai berikut ini. 
1. Faktor Penghambat 
a. Adanya Wajib Pajak yang melaporkan kegiatan perpajakannya 
secara tidak jujur. Misalnya adanya pemalsuan Surat Setoran Bea 
(SSB BPHTB), Nomor Objek Pajak (NOP) tidak benar yang 
memungkinkan BPHTB yang dibayar menjadi lebih kecil dari 
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yang seharusnya, contoh wajib pajak mempunyai dua bidang 
sawah pada blok A dan blok B, Blok A dengan NOP 
33.10.180.668.001.0009.0 atas nama WP A seluas 2000 m2 dengan 
NJOP 27.000/m2 sedangkan Blok B dengan NOP 
33.10.180.543.005.0101.0 atas nama WP A seluas 2100 m2 dengan 
NJOP 20.000/m2. Sawah pada blok A dijual dengan harga Rp. 
50.000.000 seharusnya BPHTB terutangnya:  
NJOP 2000 m2 x 27.000/m2 =  Rp. 54.000.000 
Harga transaksi                    =  Rp. 50.000.000 
Karena NJOP lebih tinggi dari harga transaksi seharusnya BPHTB 
penghitungannya berdasarkan NJOP Rp. 54.000.000 BPHTB yang 
harus dibayar  NJOP        = Rp. 54.000.000 
                       NPOPTKP = Rp. 15.000.000   
                                                      Rp. 39.000.000 
 BPHTB terutang 5% x Rp. 39.000.000 = Rp. 1.950.000 tetapi WP 
A melaporkan bahwa harga transaksi Rp. 40.000.000 dan 
melampirkan SPPT blok B sehingga penghitungannya:  
NJOP 2000 m2 x 20.000.000/m2 = RP. 40.000.000 
Harga transaksi                           = Rp. 40.000.000     
BPHTB terutang  NJOP  = Rp. 40.000.000 
                                  NOPTKP = Rp. 15.000.000 
                                                      Rp. 25.000.000 
BPHTB terutang 5% x Rp. 25.000.000 = Rp. 1.250.000. 
 56 
b. Nilai Jual Objek Pajak masih jauh di bawah harga pasar wajar, 
padahal banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan harga 
transaksi sesungguhnya dan menghitung BPHTB dengan Nilai Jual 
Objek Pajak, contoh WP C mempunyai sebidang tanah dengan 
NOP 33.10.180.881.003.0077.0 seluas 500 m2 dengan NJOP 
Rp.160.000/m2, tanah tersebut dijual seharga Rp. 150.000.000 
harusnya penghitungan BPHTB sebagai berikut. 
NJOP 500 m2 x 160.000/m2 =  Rp. 80.000.000 
Harga transaksi                    =  Rp. 150.000.000 
Seharusnya BPHTB dihitung berdasarkan harga transaksi karena 
lebih besar dari NPOP.  
Harga transaksi  = Rp. 150.000.000                   
NPOPTKP        = Rp. 15.000.000   
                                        Rp. 135.000.000 
BPHTB terutang 5% x Rp. 135.000.000 = Rp. 6.750.000 tetapi WP 
C melaporkan bahwa harga transaksi hanya sebesar Rp. 
75.000.000 sehingga penghitungannya: 
 NJOP 500 m2 x 160.000/m2 =  Rp. 80.000.000 
Harga transaksi                     =  Rp.   75. 000.000 
Seharusnya BPHTB dihitung berdasarkan harga transaksi 
sesungguhnya,  NJOP           = Rp. 80.000.000                   
                           NPOPTKP  = Rp. 15.000.000   
                                                           Rp. 65.000.000 
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BPHTB terutang sebesar 5% x Rp. 65.000.000 = Rp. 3.250.000. 
c. Wajib Pajak melakukan penyetoran BPHTB pada bank yang salah. 
Misalnya mentransfer setoran ke bank persepsi BPHTB tidak 
sesuai wilayah Objek pajak yang bersangkutan, contoh WP D 
mempunyai sebidang tanah di wilayah Kab. Klaten dan terjadi 
transaksi atas tanah tersebut, pembeli membayar BPHTB tidak di 
Bank persepsi wilayah Klaten misalnya di sukoharjo, sehingga 
penerimaan ini masuk ke sukoharjo,  
d. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya membayar 
pajak. Ini disebabkan karena Wajib pajak menganggap bahwa 
pajak merupakan kewajiban yang hanya memberatkan, sehingga 
banyak terjadi tunggakan pajak. 
2. Faktor Pendukung 
a) Koordinasi dengan IPPAT (Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah) 
terjalin cukup baik dimana PPAT mampu memberikan Pemahaman 
kepada Wajib Pajak mengenai BPHTB. 
b) koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan BPHTB sesuai 
dengan kewenangan masing-masing. 
 
5) Usaha Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan BPHTB 
Usaha-usaha yang dilakukan Fiskus dalam meningkatkan Penerimaan 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan juga sekaligus merupakan solusi 
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untuk mengatasi kendala-kendala untuk meningkatkan penerimaan BPHTB 
adalah sebagai berikut. 
a) Aparat pajak melakukan penelitian atas kebenaran laporan/data 
yang diperoleh dari Wajib Pajak apakah laporan tersebut sesuai 
dengan keadaan yang sesungguhnya/apakah Wajib Pajak jujur atau 
tidak, melakukan kecurangan atau tidak. 
b) Melakukan penentuan kembali nilai NJOP dan mencari data-data 
atas penawaran property dari pihak pengembang sehingga 
diketahui nilai jual yang seharusnya. 
c) Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya membayar 
pajak. Aparatur pajak Dapat melakukan dengan cara memberikan 
penyuluhan mengenai perpajakan, sehingga Wajib Pajak sadar 





Berdasarkan pembahasan dan analisis dalam bab sebelumnya dapat 
diberikan penilaian terhadap pelaksanaan Rencana (target) dan Realisasi 
penerimaan BPHTB di KPP PBB Klaten. Hasil penilaian tersebut berupa 
kebaikan dan kelemahan dari adanya target dan realisasi penerimaan BPHTB di 
KPP PBB Klaten. 
A. Kebaikan  
1) Realisasi penerimaan BPHTB pada tahun anggaran 2003-2005 di KPP 
PBB Klaten terlihat diatas target yang ditetapkan oleh Direktorat 
Jendral Pajak. 
2) Perencanaan penerimaan BPHTB yang selama ini dijalankan cukup 
baik karena sudah mengikutsertakan data-data dari daerah (disesuaikan 
dengan potensi daerah masing-masing) dan juga dengan melihat dan 
mempertimbangkan penerimaan periode sebelumnya sebagai dasar 
dari perencanaan penerimaan periode sebelumnya. 
3) Adanya upaya-upaya yang terus menerus dilakukan oleh Dipenda Kab 
Klaten untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kewajibannya 
dalam pembayaran BPHTB, yang diharapkan mampu meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran BPHTB. 
4) Realisasi penerimaan dari tahun 2003 sampai 2005 pada KP PBB 
Klaten dari tahun ketahun terjadi peningkatan. 
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B. Kelemahan  
1) Penerimaan BPHTB pada KP PBB Klaten belum maksimal 
dikarenakan banyak wajib pajak masih menggunakan nilai NJOP PBB 
sebagai dasar penghitungan BPHTB padahal diketahui NJOP PBB 
masih jauh dibawah harga pasar. 
2) Kurangnya kesadaran masyarakat dan masih adanya pandangan yang 
menilai bahwa membayar pajak sebagai suatu paksaan bukan sebagai 























Setelah mengadakan penelitian dan analisis data, penulis berusaha 
menarik kesimpulan dan sekaligus memberikan saran sebagai bahan masukan 
dan pertimbangan dalam upaya meningkatkan efektivitas penerimaan BPHTB 
pada masa yang akan datang di Kabupaten Klaten. 
 
A. Kesimpulan  
   Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak pusat 
tetapi 80% dikembalikan ke pemerintah daerah. Pembagian penerimaan BPHTB 
ini merupakan salah satu usaha Pemerintah Pusat dalam membantu Keuangan 
daerah dan dalam rangka melaksanakan pembangunan di daerah.  
 Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan di Kantor 
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Klaten selama periode 2003-2005 
realisasi penerimaannya mencapai 32.789.123.000 dan sudah bisa dikatakan 
efektif, karena dari tahun ke tahun realisasi selalu memenuhi bahkan melebihi 
target yang ditetapkan dan tingkat efektivitasnya selalu diatas 100%, pada tahun 
2003 tingkat efektivitasnya 180.22%, sedangkan untuk tahun anggaran 2004 
tingkat efektivitasnya 202.20%, dan untuk tahun anggaran 2005 tingkat 
efektivitasnya 136.92%. Kesesuaian antara target dengan potensi sudah sesuai 
karena kesesuaiannya selalu lebih dari 50% dan ini didasarkan dari realisasi 
tahun-tahun sebelumnya dan memperhatikan potensi daerah masing-masing. 
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Hambatan yang dihadapi dalam upaya peningkatan penerimaan BPHTB ini 
karena adanya Wajib Pajak yang melaporkan kegiatan perpajakannya secara 
tidak jujur, nilai jual objek pajak masih jauh di bawah harga pasar wajar padahal 
banyak wajib pajak yang tidak melaporkan harga transaksi sesungguhnya dan 
menghitung BPHTB dengan nilai jual objek pajak, wajib pajak melakukan 
penyetoran BPHTB pada bank yang salah dan kurangnya kesadaran wajib pajak 
akan pentingnya membayar pajak. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh KP 
PBB Klaten untuk mengoptimalkan penerimaan BPHTB yaitu dengan cara 
melakukan penelitian atas kebenaran laporan/data yang diperoleh dari wajib 
pajak apakah laporan tersebut sesuai dengan keadaan yang 
sesungguhnya/apakah Wajib Pajak jujur atau tidak, melakukan penentuan 
kembali nilai NJOP dan mencari data-data atas penawaran property dari pihak 
pengembang sehingga diketahui nilai jual yang seharusnya, dan meningkatkan 
kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak dengan cara 
memberikan penyuluhan mengenai perpajakan, sehingga Wajib Pajak sadar 
akan pentingnya membayar pajak bagi pembangunan. 
B. Saran 
  Upaya guna meningkatkan efektivitas penerimaan BPHTB di 
Kabupaten Klaten harus terus dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan 
bahkan sampai ke tingkat desa dan sebaiknya dijadwal secara rutin. Selain itu 
untuk meminimalkan jumlah tunggakan BPHTB maka fiskus dapat melakukan 
penagihan secara aktif dan memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak 
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